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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 205/Pdt.P/2024/PA.Srog

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama  Sorong  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara

tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangan Isbat Nikah Terpadu yang

dilaksanakan  di  Kampung  Lopintol,  Distrik  Teluk  Mayalibit,  Kabupaten  Raja

Ampat,  telah  menjatuhkan  penetapan  dalam  perkara  Pengesahan

Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

HUSEIN KAPPA BIN TAUS KAPPA, tempat dan tanggal lahir Arawai,

14 Juni 1985, agama Islam, pekerjaan Nelayan,

pendidikan SD, tempat kediaman di Kampung

Lopintol RT. 000 RW. 000, Kelurahan Lopintol,

Distrik Teluk Mayalibit, Kabupaten Raja Ampat,

Provinsi Papua Barat Daya., sebagai Pemohon

I;

ARWIAH LAGAT BINTI BAHAUDIN LAGAT, tempat dan tanggal lahir

Lopintol, 07 Mei 1977, agama Islam, pekerjaan

Nelayan, pendidikan SLTA, tempat kediaman di

Kampung Lopintol RT. 000 RW. 000, Kelurahan

Lopintol,  Distrik  Teluk  Mayalibit,  Kabupaten

Raja  Ampat,  Provinsi  Papua  Barat  Daya.,

sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon; 

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang,  bahwa  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  dengan  surat

permohonannya tertanggal 09 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan

Pengadilan  Agama  Sorong  pada  tanggal  14  Agustus  2024  dengan  register
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perkara  Nomor  205/Pdt.P/2024/PA.Srog,  mengemukakan  hal-hal  sebagai

berikut :

1. Bahwa  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  telah  menikah  pada  tanggal  10

Oktober 2001, yang dilaksanakan di Kampung Lopintol RT. 000 RW. 000,

Kelurahan Lopintol, Distrik Teluk Mayalibit, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi

Papua Barat Daya, dengan wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II

karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia bernama Usman

Lagat  Bin Bahaudin Lagat, dan yang menikahkan adalah Syawal Gaman

dan  dihadiri  saksi  nikah  dua  orang  yang  masing-masing  bernama  Risal

Dailon Bin Tahir Dailon dan H. Maja Daam dengan mas kawin berupa uang

tunai sejumlah Rp. 5.000,- di bayar tunai;

2. Bahwa sebelum menikah, status Pemohon I adalah Jejaka dan Pemohon

II adalah Perawan;

3. Bahwa antara Pemohon I  dan Pemohon II  tidak ada hubungan darah

atau semenda yang menghalangi untuk menikah, baik menurut ketentuan

hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa  antara  Pemohon  I  dengan  Pemohon  II  telah  hidup  rukun

sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 5 (lima) anak yang

masing-masing bernama 

4.1 Anjas Laga Bin Husein Kappa;

4.2 Krisna Kappa Bin Husein Kappa;

4.3 Ayu Kappa Binti Husein Kappa;

4.4 Farhan Lagat Bin Husein Kappa;

4.5 Adrian Kappa Bin Husein Kappa;

5. Bahwa  perkawinan  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  telah  dilaksanakan

sesuai dengan syariat Islam;

6. Bahwa sepanjang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, rumah tangga

Pemohon I dan Pemohon II telah rukun dan harmonis, dan tidak ada orang

lain  yang  keberatan  terhadap  perkawinan  Pemohon  I  dan  Pemohon  II

tersebut;

7. Bahwa sejak menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai

dan tetap beragama Islam hingga saat ini;
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8. Bahwa Pemohon I  dan Pemohon II  belum pernah mendapatkan bukti

pernikahan/buku Kutipan Akta Nikah karena belum lengkapnya administrasi,

sehingga tidak dapat melapor ke Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan

Agama setempat;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan

Agama Sorong agar mengitsbatkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II

tersebut;

10. Bahwa pada  saat  ini  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  sangat

membutuhkan penetapan pengesahan nikah (Itsbat  Nikah)  sebagai  bukti

nikah,  Pemohon  I  dan  Pemohon  II,  untuk  keperluan  mendapatkan

pengakuan dan perlindungan hukum, dan juga untuk keperluan penerbitan

Akta Nikah, Akta Kelahiran anak dan surat-surat penting lainnya;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon

kepada Pengadilan Agama Sorong cq. Majelis Hakim yang menangani perkara

ini  berkenan  menerima,  memeriksa,  dan  mengadili  perkara  ini,  selanjutnya

menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

2. Menyatakan sah pernikahan antara  Pemohon I  (HUSEIN KAPPA BIN

TAUS KAPPA)  dengan Pemohon II  (ARWIAH LAGAT BINTI  BAHAUDIN

LAGAT)  yang  dilaksanakan  pada  tanggal  10  Oktober  2001,  yang

dilaksanakan di  Kampung Lopintol RT. 000 RW. 000, Kelurahan Lopintol,

Distrik Teluk Mayalibit, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya;

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan

pernikahannya di Kantor Urusan Agama Waigeo Selatan, Kabupaten Raja

Ampat, Provinsi Papua Barat Daya;

4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berendapat lain, mohon Penetapan seadil-adilnya (Ex

Aquo et Bono);

Bahwa  pada  hari  sidang  yang  telah  ditetapkan  Pemohon  I  dan

Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan;
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Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I Pemohon

II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon

II;

Bahwa untuk  menguatkan  dalil-dalil  permohonannya,  para  Pemohon

telah mengajukan Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli serta Kartu Keluarga asli di

mana  dokumen  tersebut  juga  dibenarkan  oleh  saksi-saksi  Pemohon  I  dan

Pemohon II;

Bahwa Pemohon I  dan  Pemohon II  juga  mengajukan  saksi-saksi  di

muka sidang yang masing-masing adalah:

1. USMAN  LAGAT  BIN  BAHARUDDIN  LAGAT,  umur  53  tahun,  agama

Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kampung

Lopintol,  RT.  000 RW.  000,  Kelurahan Lopintol,  Distrik  Teluk  Mayalibit,

Kabupaten Raja Ampat,  Provinsi  Papua Barat Daya, di  bawah sumpah

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah sebagai kakak kandung Pemohon II;

- Bahwa  saksi  mengenal  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  dan

mengetahui perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah kawin di Kampung

Lopintol,  Distrik  Teluk  Mayalibit,  Kabupaten  Raja  Ampat,  Provinsi

Papua Barat Daya pada 10 Oktober 2001;

- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II kawin;

- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah kakak kandung

Pemohon II bernama Usman Lagat Bin Bahaudin Lagat, karena ayah

kandung Pemohon II telah meninggal dunia;

- Bahwa yang kawinkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam

Masjid, bernama Syawal Gaman;

- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah saat Pemohon I dan

Pemohon II kawin adalah Risal Dailon bin Tahir Dailon dan H. Maja

Daam;

- Bahwa  mahar  yang  diberikan  Pemohon  I  kepada  Pemohon  II

berupa uang;
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- Bahwa sebelum kawin Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon

II berstatus perawan;

- Bahwa antara Pemohon I  dan Pemohon II  tidak ada hubungan

keluarga  atau  sesusuan  atau  hal  lain  yang  secara  syariat

menghalangi perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

- Bahwa selama menjalani perkawinan Pemohon I dan Pemohon II

rumahtangga keduanya berjalan rukun dan harmonis;

- Bahwa  tidak  pernah  ada  dari  pihak  manapun  yang  keberatan

dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa  baik  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  tidak  pernah  terikat

perkawinan  dengan  pihak  manapun  selain  ikatan  perkawinan

keduanya;

- Bahwa  itsbat  nikah  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  dimaksudkan

untuk  pengurusan  akta  kelahiran  anak  para  pemohon  serta

keperluan lainnya;

2. RIZAL DAILON  BIN  TAHER  DAILON,  umur  25  tahun,  agama  Islam,

pendidikan  SLTP,  pekerjaan  Nelayan,  bertempat  tinggal  di  Kampung

Lopintol  RT.000  RW.000,  Kelurahan  Lopintol,  Distrik  Teluk  Mayalibit,

Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya., di bawah sumpah

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa  saksi  mengenal  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  dan

mengetahui perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa saksi adalah sebagai adik kandung Pemohon I;

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Kampung

Lopintol,  Distrik  Teluk  Mayalibit,  Kabupaten  Raja  Ampat,  Provinsi

Papua Barat Daya. pada 10 Oktober 2001;

- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II kawin;

- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah kakak kandung

Pemohon II bernama Usman Lagat Bin Bahaudin Lagat, karena ayah

kandung Pemohon II telah meninggal dunia;

- Bahwa yang kawinkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam

Masjid, bernama Syawal Gaman;
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- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah saat Pemohon I dan

Pemohon II kawin adalah Risal Dailon bin Tahir Dailon dan H. Maja

Daam;

- Bahwa  mahar  yang  diberikan  Pemohon  I  kepada  Pemohon  II

berupa uang;

- Bahwa sebelum kawin Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon

II berstatus perawan;

- Bahwa antara Pemohon I  dan Pemohon II  tidak ada hubungan

keluarga  atau  sesusuan  atau  hal  lain  yang  secara  syariat

menghalangi perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

- Bahwa selama menjalani perkawinan Pemohon I dan Pemohon II

rumahtangga keduanya berjalan rukun dan harmonis;

- Bahwa  tidak  pernah  ada  dari  pihak  manapun  yang  keberatan

dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa  baik  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  tidak  pernah  terikat

perkawinan  dengan  pihak  manapun  selain  ikatan  perkawinan

keduanya;

- Bahwa  itsbat  nikah  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  dimaksudkan

untuk  pengurusan  akta  kelahiran  anak  para  pemohon  serta

keperluan lainnya;

Bahwa  selanjutnya  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  tidak  mengajukan

apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa  untuk  mempersingkat  uraian  penetapan  ini,  ditunjuk  segala

sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini  sebagai

bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan

Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kewenangan Mengadili

Menimbang,  bahwa  perkara  ini  termasuk  permohonan  di  bidang

perkawinan dan Pemohon I dengan Pemohon II berdomisili di wilayah hukum

Pengadilan  Agama Sorong,  maka  berdasarkan ketentuan  Pasal  49  ayat  (1)
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huruf a dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah

dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sorong berwenang

secara absolut maupun relatif untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan

perkara ini;

Prosedur Pemanggilan

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah

para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama

Magelang selama 14 hari  sebelum perkara ini  disidangkan,  namun ternyata

tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan

Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Hakim menganggap perkara ini dapat

dilanjutkan pemeriksaannya; 

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I

dan  Pemohon  II  telah  hadir  sendiri  menghadap  di  persidangan  dan  telah

memberikan keterangan secara in person;

Pembacaan Permohonan

Menimbang,  bahwa  alasan  pokok  Pemohon  I  dan  Pemohon  II

mengajukan  permohonan  itsbat  nikah  adalah  bahwa  Pemohon  I  dengan

Pemohon  II  telah  melangsungkan  perkawinan  di  Kampung  Lopintol,  Distrik

Teluk Mayalibit, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya., pada 10

Oktober 2001, dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama Usman

Lagat Bin Bahaudin Lagat, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal

dunia,  yang ijab  kabulnya diwakilkan kepada Imam Masjid  bernama Syawal

Gaman,  dengan  maskawin  berupa  uang,  dan  dihadiri  oleh  2  orang  saksi

masing-masing  bernama  Risal  Dailon  bin  Tahir  Dailon  dan  H.  Maja  Daam,

namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah

karena  perkawinan  tersebut  tidak  tercatat  di  KUA,  sementara  Pemohon  I

dengan  Pemohon  II  sangat  membutuhkan  bukti  perkawinan  sah  untuk

pengurusan akta kelahiran anak para pemohon serta keperluan lainnya;

Beban Pembuktian
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Menimbang,  bahwa  untuk  menguatkan  dalil-dalil  permohonannya,

Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti Kartu Tanda Penduduk Asli

dan juga Kartu Keluarga asli yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang

sebagai akta autentik dan butki tersebut dibenarkan juga oleh para saksi. Bukti

tersebut  menerangkan  tentang  hubungan  keluarga  berdasarkan  perkawinan

sah namun belum tercatat;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan

saksi-saksi  yaitu  USMAN  LAGAT  BIN  BAHARUDDIN  LAGAT  dan  RIZAL

DAILON BIN TAHER DAILON, para saksi tersebut adalah orang-orang dewasa

yang  memberikan  keterangan  berdasarkan  pengetahuan  sendiri  yang

disampaikan dengan cara berpisah satu sama lain di bawah sumpah di muka

sidang,  isi  keterangan  para  saksi  sebagaimana  yang  telah  diuraikan  dalam

duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan

relevan  dengan  dalil-dalil  yang  hendak  dibuktikan  oleh  Pemohon  I  dan

Pemohon  II  dan  tidak  terdapat  halangan  diterimanya  kesaksian  para  saksi

tersebut,  maka  hakim  tunggal  menilai  kesaksian  tersebut  telah  memenuhi

syarat formil dan materil, sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai alat

bukti  yang  sah  untuk  menguatkan  dalil-dalil  permohonan  Pemohon  I  dan

Pemohon II;

Konstatasi Fakta-Fakta hukum (Itsbat al-Waqi’ah)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon

II  yang dihubungkan dengan hasil  analisa  alat-alat  bukti  sebagaimana telah

dipertimbangkan  di  atas,  maka  telah  ditemukan  fakta-fakta  hukum  sebagai

berikut:

 Bahwa telah terjadi perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II

pada  10  Oktober  2001  di  Kampung  Lopintol,  Distrik  Teluk  Mayalibit,

Kabupaten  Raja  Ampat,  Provinsi  Papua  Barat  Daya.,  dengan  wali  nikah

kakak  kandung  Pemohon II  bernama Usman Lagat  Bin  Bahaudin  Lagat,

karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia yang ijab kabulnya

diwakilkan  kepada  Imam  Masjid,  bernama  Syawal  Gaman,  dengan

maskawin berupa uang, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing

bernama Risal Dailon bin Tahir Dailon dan H. Maja Daam;
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 Bahwa  sebelum  kawin  Pemohon  I  berstatus  jejaka  dan  Pemohon  II

berstatus perawan;

 Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga

atau sesusuan atau hal  lain yang secara syariat  menghalangi  perkawinan

Pemohon I dengan Pemohon II;

 Bahwa  itsbat  nikah  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  dimaksudkan  untuk

pengurusan akta kelahiran anak para pemohon serta keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata

bahwa  perkawinan  Pemohon  I  dengan  Pemohon  II  telah  sesuai  ketentuan

Hukum  Islam  dan  tidak  terdapat  padanya  halangan  kawin  menurut  hukum

Islam, maka hakim tunggal berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan

Pemohon  II  tersebut  telah  memenuhi  ketentuan  dalam  Pasal  2  ayat  (1)

Undang-undang  Nomor  1  tahun  1974  jo.  Pasal  10  ayat  (2)  Peraturan

Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi

Hukum Islam, maka permohonan Pemohon I  dan Pemohon II  tersebut patut

dikabulkan  dengan  menyatakan  sah  perkawinan  antara  Pemohon  I  dengan

Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata

bahwa  pernikahan  Pemohon  I  dengan  Pemohon  II  telah  sesuai  ketentuan

Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum

Islam, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut

telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1

tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo.

Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan

para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan

antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  tersebut  diatas,  maka

Hakim  menyatakan  bahwa  pernikahan  para  Pemohon  telah  sesuai  dengan

Syariat  Islam  dan  telah  memenuhi  ketentuan  pasal  14  sampai  pasal  30

Kompilasi  Hukum Islam tentang syarat  dan rukun sebuah perkawinan,  serta

tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, Hakim juga berpendapat
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tidak  tercatatnya  pernikahan  para  Pemohon  akibat  adanya  kelelaian  para

Pemohon sendiri dan atau kelalaian pihak aparat Pembantu Pegawai Pencatat

Nikah  (P3N)  yang  tidak  melaporkan  peristiwa  nikah  para  Pemohon kepada

Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan

atau setidak-tidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat

dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat

dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke

Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat

(3)  huruf  (e)  Kompilasi  Hukum Islam yakni  perkawinan yang dilakukan oleh

mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang

Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pendapat  Hakim  tersebut  diatas,

maka Hakim memandang perlu  mengemukakan doktrin  ulama sebagaimana

termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih

sebagai pendapat majelis yang berbunyi: 

بالنكاح البالغة إقرارالعاقلة  

Artinya: “Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh”.

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  sidang  perkara  ini  dilangsungkan

dalam pelayanan terpadu, maka sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor

3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Voluntair

Itsbat  Nikah  dalam  Pelayanan  Terpadu,  huruf  (d),  perkara  ini  disidangkan

dengan hakim tunggal;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  perkara  ini  termasuk  bidang

perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Nomor  7  Tahun  1989  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang

Nomor  3  Tahun  2006  dan  Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009  tentang

Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon

II;
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Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N 

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (HUSEIN KAPPA

BIN  TAUS  KAPPA)  dengan  Pemohon  II  (ARWIAH  LAGAT  BINTI

BAHAUDIN  LAGAT)  yang  dilaksanakan  pada  10  Oktober  2001  di

Kampung  Lopintol,  Distrik  Teluk  Mayalibit,  Kabupaten  Raja  Ampat,

Provinsi Papua Barat Daya.;

3. Memerintahkan  kepada  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  untuk

mencatatkan  perkawinannya  ke  Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  Waigeo

Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya;

4. Membebankan biaya perkara ini sejumlah Rp170.000,00 (seratus

tujuh puluh ribu rupiah) kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Demikian  penetapan  ini  ditetapkan  pada  hari  Selasa,  tanggal  10

September  2024  Masehi  bertepatan  dengan  tanggal  6  Rabiul  Awwal  1446

Hijriyah oleh  Sapuan,  S.H.I.,  M.H.  sebagai  hakim tunggal,  penetapan mana

diucapkan pada hari  itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim

tunggal tersebut dan didampingi oleh Baida Makasar, S.Ag. sebagai Panitera,

dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemoho II.

Hakim Tunggal,

Sapuan, S.H.I., M.H.
Panitera,

Baida Makasar, S.Ag.
Perincian biaya :
-  Pendaftaran : Rp 30.000,00
-  Proses : Rp 100.000,00
-  Panggilan : Rp 0,00
-  PNBP : Rp 20.000,00
-  Sumpah : Rp ,00
-  Penerjemah : Rp ,00
-  Redaksi : Rp 10.000,00
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-  Meterai : Rp              10.000,00  
J u m l a h : Rp 170.000,00
(seratus tujuh puluh ribu rupiah).
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